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OANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa  Retribusi Pelayanan  Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi
Dacrah vang perlu ditumbuh  kembangkan schingga dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Dacrah;

bahwa untuk menertibkan Pelavanan Penyedotan Kakus dalam Kota Langsa
dipandang perlu mengatur dan mencetapkan tarif Retribusi dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan
hurut b perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Pelavanan

Penvedotan Kakus;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah  (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3699);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyclenggaraan
Keistimewaan Provinsi Dacerah Istimewa Acch (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3892);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota langsa
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4110);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Acch
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang  Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan
Umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Dacrah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang
Penvidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun1997 tentang Pedoman Tata

Cara Pemungutan Retribusi Daerah
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Menctapkan

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang fenis dan
Bentuk Produk Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penvusunan Produk Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran

Dacrah dan Berita Dacrah.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN
KAKUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini vang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kota Langsa.

]

Kepala Dacrah adalah Walikota.

‘g

Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pemcerintah Dacrah  adalah Walikota dan  Perangkat  Dacrah  sebagai

penvelenggara Pemerintah Dacrah.

=

DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Pejabat adalah Pegawai vang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Dacrah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
Perseroan Komanditer, Perscroan lainnva, Badan Usaha Milik Negara atau
Dacrah dengan nama dan bentuk apapun Persckutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yavasan atau Organisasi vang scjenis, Lembaga, Dana Pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnva.
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Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Dacrah dengan menganut prinsip—prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh Scktor Swasta.

Retribusi Penvedotan kakus vang sclanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas penvedotan kakus vang dilakukan olch Pemerintah Derah,
tidak termasuk vang dikelola oleh pihak swasta.

Waijib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang—undangan  retribusi - diwajibkan  untuk  melakukan  Pembayaran
Retribusi.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu vang merupakan batas waktu bagi

wajib restribusi unutk memanfaatkan pelayanan penyedotan kakus/jamban.

. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah, vang sclanjutnya dapat disingkat

SPDORD adalah surat vang digunakan olch wajib retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi scbagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi vang

terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Dacrah.

1. Surat  Keterangan Retribusi Dacrah, vang sclanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnva jumlah retribusi vang
terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan, vang sclanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan vang menentukan tambahan

atas jumlah retribusi vang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bavar vang sclanjutnya dapat disingkat

SKRDLB, adalah surat keputusan vang menentukan  jumlah  kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi vang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat tagihan Retribusi Dacrah, vang sclanjutnva dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk meclakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa

bunga atau denda.

. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh

pihak ketiga vang diajukan olch wajib retribusi.

. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan

mengolah data dan atau keterangan lainva dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Dacrah berdasarkan peraturan Perundang-

Undangan Retribusi Dacrah.
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17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah adalah  scrangkaian
tindakan vang dilakukan olch penvidik Pegawai Negeri Sipil yvang sclanjutnya
dapat di scbut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti, vang dengan
bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Dacrah vang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan penvedotan kakus/jamban olch Pemerintah Dacrah.

Pasal 3

Objck Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan Kakus Oleh Pemerintah Dacrah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang Memperoleh Pelayanan

Penvedotan Kakus.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
(1) Retribusi Pelavanan Penvedotan Kakus digolongkan scbagai Retribusi Jasa
Usaha.

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran septictank.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan hasil Pelavanan Penyedotan Kakus.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan  struktur dan besarnya tarif Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian keschatan

BAB VI 9f
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelavanan Penyedotan Kakus.

Pasal 9
Besarnya Tarif ditetapkan scbagai berikut
a.  Ukuran Kecil (0 s/d 1500 Liter) Rp. 150.000
b.  Ukuran Sedang (1500 s/d 2500 Liter) Rp. 200.000
¢.  Ukuran Besar (2500 s/d 4000 Liter) Rp. 250.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi vang terhutang dipungut diwilayah Dacrah Pemerintahan Kota Langsa.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11
Masa Retribusi untuk pemantaatan Jasa Mobil Tinja adalah jangka waktu lamanya 1

(satu) hari atau ditetapkan lain olch Walikota Langsa.

Pasal 12
Saat Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain vang

dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Kepada setiap pemilik/penghuni rumah dan atau bangunan yang memerlukan
pclayanan  penvedotan  kakus/jamban  dengan  mengajukan  permohonannya
kepada pejabat lainsinstansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk
pengelolaan Pelavanan Penyedotan Kakus/Jamban.
(2) Pemohon Retribusi wajib mengisi SPDORD.
(3) SPDORD sebagaimana dimaksud pada avat (2) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanyva.
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(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD scbagaimana

dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Walikota Langsa.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPDORD scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) ditctapkan
Retribusi terutama  dengan menerbitkan SKRD  atau dokumen  lain yang
dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
vang semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi
vang terhutang maka dikcluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD  atau  Dokumen  lain vang
dipersamakan vang scbagaimana vang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT

scbagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Walikota Langsa.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi vang terhutang harus dilunasi sckaligus dimuka.
(3) Tata cara pembayaran, penvedotan, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Keputusan Walikota Langsa.
(4) Semua hasil pungutan Retribusi vang dilakukan berdasarkan Peraturan Dacrah
ini harus disctor ke Kas Dacrah sesuai dengan peraturan perundang — undangan

vang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang
membavar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sctiap bulan dari Retribusi vang terhutang atau kurang dibavar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.
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BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17
Pembavaran retribusi vang terhutang harus dilunasi sckaligus.
Retribusi vang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari scjak
diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT dan
STRD.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan

Keputusan Walikota Langsa.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18
Retribusi  vang  terhutang  berdasarkan SKRD atau Dokumen  lain vang
dipersamakan, SKRKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan  vang
menvyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, vang tidak atau
kurang dibavar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BUPLN).
Penagihan  retribusi melalui BUPLN - dilaksanakan  berdasarkan - Peraturan

Perundang-undangan vang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Langsa dan
Pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKRDLB.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indoncesia disertai alasan —
alasan vang jelas;
Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib
Retribusi harus dapat membuktikan  ketidak  benaran Ketetapan Retribusi
tersebut.
Kcberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan s¢jak
tanggal SKRD atau Dokumen lain yvang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
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Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) tidak dianggap scbagai surat keberatan  schingga  tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan  keberatan  tidak menunda kewajiban membavar  Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan scjak tanggal Surat
Kcberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
scbagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan
Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21
Atas  kelebihan  pembayaran  retribusi,  wajib  retribusi - dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (ecnam) bulan scjak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Kepala Dacrah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian
kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai  hutang  Retribusi lainnya,  kelebihan
pembayaran  retribusi scbagaimana  dimaksud  pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembavaran retribusi scbagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya
SKRDL.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah fewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dacrah memberikan imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan Retribusi.
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Pasal 22
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara
tertulis kepada Walikota dengan sckurang—kurangnya menycbutkan:
a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
¢. Besarnva kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui Pos Tercatat.
Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos  tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23
Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah
membayar kelebihan retribusi.
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi
lainnya, schagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan
dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan vang berlaku

scbagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24
Walikota Langsa dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dengan memperhatikan kemampuan Waijib Retribusi, antara lain untuk
mengangsur; Pembebasan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain diberikan kepada masvarakat vang ditimpa bencana alam dan atau
kerusuhan.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh

Walikota Langsa.
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BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa sctelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat terhutangnya Retribusi kecuali
apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kadaluwarsa penagihan  Retibusi  scbagaimana  dimaksud  pada avat (1)
tertangguh  apabila:
a. Diterbitkan surat teguran, atau;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan
Kceuangan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (cnam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pclanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 27
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah diberi
wewenang khusus sebagai penvidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana
dibidang Retribusi Dacrah scbagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah :
a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

&
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Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan dengan
tindak pidana Reribusi Dacrah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Dacrah;

Memeriksa bukti-bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak
Pidana Retribusi Derah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan,  dan  dokumen-dokumen lain, serta  melakukan  penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah;

Menvyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada huruf ¢;

Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dacrahy;
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yvang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi  Dacrah  menurut  Hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

scsuai dengan ketentuan yvang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Denean berlakunva Qanun  ini, maka semua ketentuan vang bertentangan dengan
. B - te)

Qanun ini dinyvatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 29
Hal-hal vang belum diatur dalam Qanun ini, scpanjang mengenai peraturan

relaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Langsa.
) g

Pasal 30
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
padatanggal 28 M e i 2007 M
i1 Jumadil Awal 1428 H
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Diundangkan di Langsa
padatanggal 28 M e 1 2007 M
Il Jumadil Awal 1428 H
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